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ABSTRAK   : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di 

lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan 

pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung 

jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM), bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona lntegritas di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli berdasarkan ketentuan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, perlu membentuk tim 

yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan 

integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 
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Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196), Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 671), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilhan Umum 
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/0RT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Berita Acara 

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 30/PK.01-BA/5106/2022 

tanggal 11 Maret 2022. 

Dalam Keputusan ini diatur tentang membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan 

Zona lntegritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022. 

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 April 2022. 


